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PERATURAN BUPATi SERAN BAGIAN BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2013 : ‘

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT -

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 07Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran
Pendanatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2013, periu ditetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerabh;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Maluku, Undang-Undang Nomor
46 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan
Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1585 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);




3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi-Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun~199?—~‘Nemar-4—1—;~'Fambahan—l:embaranwegara~Nomer—-3685)~sebagaimana-telah-diubah—dengan.-Undang=Undang_ﬂ
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048); . -

Uridang-Uridang" Ndm‘or 21 -‘Tahun 1997 tentang Bea Perolehan‘- Atas Tanéh dan- Bangunan (Lembaran'-Negaré Republik

g a.
%13 ’ indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
%‘g‘ 5. Undang-Undang:Nomor.28 Tahun 1999 téﬁtahg'-Penyel'énggaraéh;Negara.-yang bersih dan bebas dari-Korupsi, Kolusi dan
i

Nepotisme (Lémbaran Negara Reépublik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17:.Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik:indohesia Tahun 2003

Nomorf47, Tambahan Lémbaran-Negadra-Republik Indonesia Nomor 4286}, ‘ - T

7. Undafig-Undang Nomor 1 Tahun 2004 téntang Perbendafiaraan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
NpmprjOS’, Tambahan Lembar_an Negarg_Repuink _Indonesia No'rnor 4355);, . , o

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
'-Indonesiag-_’lfahun-zoeq-!\Iomorjsa,-r‘Fambahan~Lembaran--Neg§ra-Repl_:blik Indonesia-Nomor 4389);- -+ - o :

9. Undaﬁgéljndang Nomor 15 " Tahun 2004 tehtang Pemeriksaan Pengelolaan dan -Tanggung Jawab Keuangan Negara
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4.4’0@)_;;-....... -1 ._..:_......-._.-... e emew e ee e eem b mmmmamles ees—emeam e o e U SIS S e L P

10. Un_d_an'g-UndﬁrTg_ _I_‘J_dh‘lar'.fZB"Téﬁijﬁ 2004 tentang Sistem Péi‘é,ﬁb’éﬁéféh“Peiﬁbéhfgﬂﬁah'Né‘sﬁﬁﬁél"(l_"e‘mb"éta"ﬁ Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lémbaran Négara Republik Indonesia Nomor 4421); '

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 4437);. sebagaimana telah diybah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
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19.
20.
- - o Momne-136 - Famhahan Lembaran Negara ‘Republk Indonesia Nomor 4574
21.
22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4090) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomar 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4138} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan
ear S :18‘-’“-" ORI PR NNt < 2 Rul\yd; Daeral \Ll.nHLJcafdu N@ga. ici '-lepuudn FUSGia Taluli 2004 Nvinw .Ju T anlilsEna
Lembaran Negara Nomor 44186), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Repubilik
Indonesia Nomar 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubhk lndoneSIa Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lerﬁbaran Negara Republik Indonesia

“Tahur 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ,(Lémbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Poranggungjawabnn Pepggur~m- Relanja Penunjang Opsresicnt! Bimpinan Dewan D20 adiln Raigzly
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasional ;

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Menferi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

-Bersummber dari. Anggaran-Pendapatan-dan Betanja- Daerah sebagaimana {élah diubah déngan Peraturan Mentes Udiarni

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Betanja
Daerah Tahun 2013 ;

_ Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan/Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Dinas/Badan/Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ;

Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat No. 440-36 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemberian Perizinan dan Bimbingan
Pengendalian dibidang Kesehatan ;

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tenfang Péjak Hotel ;
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran ;
Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan ;
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" Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Ka
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70.

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame ;

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pajak Galian C ;

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Retribusi lzin Gangguan ;
Peraturan Daerah Nomar 33 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;

Sipil ;

Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;

Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal ;

Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Relribust Pengeiolaan Air Tanah ;

Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Retribusi Pertampangan Umum ;-

Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Retribusi Kegiatan Pengusahaa

Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;

Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pe

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Retribusi Hasil Perikanan ;
Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Retribusi 1zin Trayek ;

Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Retribusi lzin Usaha Perdagangan ;
Peraturan Daerah Nomor 47 rahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang ;

Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan
-Peraturar Dagrah-Nomor-48.-Fahun 2007 tentang Retribusi Kesehatan ; .
Peraturan Daerah Nomor 50. Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha R

Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Perikanan ;
Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Perdagangan ;

Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Retribusi 1zin

Parabola ;

Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Koperasi ;

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang

Peraturan Daerah Nomor.06 Tahun 2009 tentang

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang

v

Retribusi Bidang Ketenagakerjaan
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
Retribusi Tanda Daftar Industri
Retribusi Sampah T

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Konstruksi

rtu Keluarga dan Akta Catatan

n Minyak dan Gas Bumi ;

njualan Minuman Beralkohol ;

Pengusahaan Perikanan ;

umah Makan. Bar dan Restoran :

Perfiliman dan Penggunaan Sistem Distribusi Antena



an

71. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. lLain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah .
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil

vi

Pasal 1

Fp. 589.449.3d43.719,-

Rp. 19.542.818.276,-
Rp. 528.107.105.000,-
Rp. 41.799.420.443.-.
Rp. 274.879.842.468,-
Rp. -

Rp. 1.300.000.000,-
Rp. 3.715.995.350,- _
Rp. 5.790.000.000,-
Rp. -



7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 7.616.698.134,-
8) Belanja Tak Terduga Rp. 2.200.000.000.-
S Rp.
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 29.418.269.270,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 124.347.745.883,-
3) Belanja Modal Rp. 134.415.269.573.-
Rp.
Jumlah Belanja Rp.
Surplus / (defisit) Rp.
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan ' Rp. (4.765.523.090;-)
b. Pengeluaran - Rp. 1.000.000.000,-
- - Jumnlah Pembiayaar Netto - Rp.

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

il

Rp.

295.502.535.952,-

288.181.284.676,-

583.683.820.628,-

5.765.523.090,-

{ 5.765.523.090,-)

0,-



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati

ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

viii



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkandi P i r u ' e
Pada tanggal 17 Desember 2013

'Diundangkan di Piru
Pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH -

AAKSUR TUHAREA
.\ _Pembina Utama Muda

& NIP-19636303199011002

~—--———-— -~ ~"BERITA DAERAH KABUPATEN SERA(T BAGIAN BARAT
TAHUN 2013 NOWMOR 056



